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PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE  

ABSTRAK:                -   bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 serta sesuai dengan 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah Huruf D angka 2, maka dipandang 
perlu dilakukan perubahan terhadap lembaga teknis daerah Kabupaten Pidie; 

 

DASAR HUKUM:     - Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Idonesia Tahun 1999 Nomor169,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan      Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapaa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4428); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan 
Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
38); Qanun Kabupaten Pidie 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 
2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14); 

 



Qanun ini  Mengatur tentang 
Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Kerja dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah KabupatenPidie  
 

 STATUS: -  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  

-  Diundangkan pada tanggal 19 September 2013. 

 

 


